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Pembangkangan Pemerintah : Menghilangkan Undang-Undang tentang Usaha 

Bersama di Indonesia 

 

Government Disobedience : Abolishing the Law on Joint Ventures in Indonesia 

I. Pendahuluan  

 Hukum memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Tujuannya adalah 

untuk menjaga dan melindungi konsumen selama transaksi bisnis.[1] Menurut Pasal 33 Ayat 4 UUD 

1945, kebijakan ekonomi nasional didasarkan pada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan ekonomi nasional.[2] Secara rinci dapat diliat pada gambar 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

 

 Asuransi adalah sistem keuangan penting untuk keamanan keuangan dalam gaya hidup 

modern yang berisiko tinggi saat ini. Kemudian memiliki fungsi ketika ada kejadian tak terduga 

seperti bencana alam, kecelakaan, atau penyakit dapat menyebabkan kerugian finansial yang serius 

bagi individu, keluarga, atau bisnis.[3] Selain itu dapat mengalihkan risiko kepada perusahaan 

afiliasinya, yang akan membayar klaim jika terjadi kejadian serius dalam suatu polis. Individu dan 

organisasi dapat merasa lebih aman secara finansial, mengurangi risiko, dan memacu gerak maju 

serta pertumbuhan ekonomi dengan bantuan asuransi.[4] 

 

 Asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang menawarkan perlindungan finansial kepada ahli 

waris atau orang lain yang mungkin membutuhkan bantuan selama insiden kepolisian. Dalam hal 

pemegang polis asuransi jiwa, pemegang polis membayar premi pengatur kepada perusahaan 

asuransi, dan dalam hal pemegang polis meninggalkan dunia dalam jangka waktu pertanggungan, 

manfaat yang telah ditentukan akan dibayarkan kepada penerima polis.[5] Untuk memberikan 

keamanan dan stabilitas keuangan sambil mengurangi risiko kematian yang tidak terduga, asuransi 

jiwa sering digunakan untuk memberikan perlindungan uang bagi kelompok orang atau individu 

yang bergantung pada gaji atau bentuk lain dari pendanaan pemerintah.[6] 
 



 Ada dua Putusan MK yang sampai saat ini masih menyisakan pertanyaan terkait 

pelaksanaannya oleh pemerintah, yakni Putusan MK RI No.32/PUU-XI/2013 dan Putusan MK RI 

No.32/PUU-XVIII/2020. Putusan yang pertama menguji Pasal 7 ayat (3) UU No. 2/1992 tentang 

Usaha Perasuransian terhadap UUD 1945, dan putusan yang kedua menguji Pasal 6 ayat (3) UU 

No.40/2014 tentang Perasuransian. Kapankah kedua UU tersebut bakal terlaksana oleh pemerintah? 

 

II. Metode 

Dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. 

Dalam penelitian ini, data terkait hukum primer berupa UUD 1945 dan undang-undang lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu juga data terkait hukum sekunder yaitu artikel, buku, 

jurnal, dan buku-buku lainnya. Untuk mendapatkan hasil yang relevan dan memperhatikan masalah 

yang diangkat selama penelitian ini, dilakukan analisis kualitatif terhadap data tersebut di atas. 

 

III. Jadwal Penelitian 

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.  

No. Tahap dan Kegiatan Penelitian 
Waktu (Bulan) 

1 2 3 4 5 6 

1. Persiapan Menyusun Proposal            

2. Pengumpulan Data   

 

        

 
Mengumpulkan Data Primer 

dan Sekunder 
          

3. Pengolahan dan Analisis Data         

4. Penyusunan Laporan         

5. Dan Lain-lain         

Gambar 1. Jadwal penelitian 
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